PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR (¥ TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PENGAWASAN, PENGENDALIAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN HAK

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI MUSI RAWAS,

. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor P.30/Menhut-11/2012 tentang Penatausahaan Hasil
Hutan Hak dalam rangka mendorong peningkatan
perekonomian dibidang kehutanan yang berbasis
kerakyatan pemerintah memberikan kesempatan seluas-
luasnya terhadap masyarakat pemilik hasil hutan hak
untuk melaksanakan penatausahaan hasil hutannya
sendiri;

. bahwa berdasarkan kondisi wilayah Kabupaten Musi

Rawas yang sebagian besar merupakan Kawasan Hutan
Negara sehingga diperlukan pengawasan dan pengendalian
terhadap hasil hutan hak guna terciptanya tertib
peredaran hasil hutan hak di wilayah Kabupaten Musi
Rawas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, Petunjuk Teknis Pengawasan,
Pengendalian penatausahaan Hasil Hutan Hak di
Kabupaten Musi Rawas perlu diatur dengan Peraturan
Bupati Musi Rawas.

. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1982) ;

. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara RI tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3419);

. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999
tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang(Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 69, tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4401);

4. &



Menetapkan

10.
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12,

13.

14.

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4453);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Rl Tahun 2008
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4814});

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.26/Menhut-
11/2006 tentang Hutan Hak;

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.55/Menhut-
11/2006 jo P.63/Menhut-I1/2006 terakhir diubah dengan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-11/2009
tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari
Hutan Negara;

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.35/Menhut-
11/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;

Peraturan Menteri Kehutanan Rl Nomor P.16/Menhut-
/2007 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:
P.43/Menhut-11/2009 tentang Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu;

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.17/Menhut-
/2009 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Industri
Primer Hasil Hutan Kayu;

Peraturan Menteri Kehutanan Rl Nomor P.58/Menhut-
I1/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

Peraturan Menteri Kehutanan Rl Nomor P.14/Menhut-
11/2011 tentang lzin Pemanfaatan Kayu;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGAWASAN, PENGENDALIAN PENATAUSAHAAN
HASIL HUTAN HAK DI KABUPATEN MUSI RAWAS



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas;

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;

4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten
Musi Rawas;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Musi Rawas;

6. Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah atau
lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah
diluar kawasan Hutan Negara, dibuktikan dengan alas
title berupa Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik, Hak
Guna Usaha, Hak Pakai atau Dokumen penguasaan atau
pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan
Nasional;

7. Penatausahaan Hasil Hutan Hak adalah Kegiatan yang
meliputi pemanenan atau penebangan, pengukuran dan
penetapan jenis pengangkutan atau peredaran dan
pengumpulan, pengolahan dan pelaporan;

8. Hasil Hutan Hak adalah Hasil hutan berupa kayu dan
bukan kayu yang berasal dari tanaman yang tumbuh dari
hasil budidaya diatas areal hutan hak atau lahan
masyarakat;

9. Kayu olahan hutan hak atau kayu olahan rakyat adalah
Produk hasil pengolahan kayu bulat yang diolah dilokasi
tebangan dengan menggunakan alat gergaji mekanis dan
non mekanis;

10.SKAU adalah Dokumen angkutan yang merupakan Surat
Keterangan yang menyatakan penguasaan kepemilikan,
dan sekaligus bukti legalitas pengangkutan Hasil Hutan
Hak (Kayu Bulat atau Kayu Olahan rakyat) semua jenis
kayu yang ditetapkan dan Hasil Hutan Bukan Kayu;

11.Nota Angkutan adalah Dokumen angkutan yang
merupakan Surat Keterangan yang menyatakan
penguasaan kepemilikan, dan sekaligus bukti legalitas
pengangkutan Hasil Hutan Hak (Kayu Bulat atau Kayu
Olahan rakyat) sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkan

atau 7);
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12.Nota Angkutan Penggunaan Sendiri adalah Dokumen
angkutan semua jenis kayu hutan hak untuk keperluan
sendiri atau fasilitas umum yang dibuat oleh pemilik
hasil hutan hak dengan tujuan selain izin usaha Industri
Primer Hasil Hutan Kayu, Industri Pengolahan Kayu
Terpadu, Industri Pengolahan Kayu;

13. 1zin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, yang
selanjutnya disingkat [UIPHHK adalah Izin untuk
mengolah kayu bulat atau kayu bulat sedang atau kayu
bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada
satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu
pemegang izin oleh Pejabat yang berwenang;

14. Pendapatan Asli Daerah adalah Sumbangan pihak ke tiga
dari masyarakat pemilik pengguna hasil hutan hak yang

sukarela membantu berpartisipasi dalam pembangunan
kehutanan;

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1). Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan  Hak
dimaksudkan dalam rangka mengawasi dan
mengendalikan kegiatan peredaran Hasil Hutan Hak
lingkup Dinas Kehutanan.

(2) Pengendalian penatausahaan Hasil Hutan Hak

sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk :

a. Sebagai acuan penyelenggaraan penatausahaan Hasil
Hutan Hak Lingkup Kabupaten Musi Rawas

b. Sebagai acuan guna mensinergikan tugas pokok dan
fungsi satuan kerja Perangkat Daerah dalam
menyelenggarakan Pemerintahan dengan
memperhatikan aspek pelayanan.

c. Sebagai acuan guna mewujudkan tertib peredaran
hasil hutan diwilayah Kabupaten Musi Rawas

BAB III
PEMANFAATAN HASIL HUTAN HAK

Pasal 3

Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada Hutan Hak
tidak diberikan izin penebangan atau pemungutan

,ﬁ.e-"



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 4

Pemanfaatan atau pemungutan Hasil Hutan Hak yang
akan diperjualbelikan dan atau tujuan IUIPHHK dilakukan
pemeriksaan atau survey lokasi oleh tim Dinas Kehutanan
Pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak
berlaku untuk penggunaan sendiri, kepentingan sosial dan
fasilitas umum

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan
terhadap masyarakat dengan volume + 500 M? atau
masa berlaku selama 6 bulan setelah dilakukan
pemeriksaan atau survey atau sesuai dengan rencana
pemenuhan Bahan Baku bagi IUIPHHK sesuai dengan
persetujuan RPBBI

Pasal 5

Pemanfaatan Hasil Hutan Hak pada areal kawasan
Budidaya Non Kehutanan atau perubahan Kawasan Hutan
yang berasal dari Land Clearing penggunaan lahan melalui
permohonan izin pemanfaatan kayu.

Pemanfaatan pohon tumbuh alami yang berasal dari
kawasan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dikenakan
PSDH DR sebelum terbitnya Surat Alas Titel.

Pasal 6

Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi
tebangan atau tempat pengumpulan disekitar tebangan
ketujuan, wajib dilengkapi Nota Angkutan atau Nota Angkutan
penggunaan sendiri atau SKAU, yang merupakan dokumen
angkutan hasil hutan hak

BAB IV

DOKUMEN PENGGANGKUTAN HASIL HUTAN HAK

Pasal 7

Dokumen Surat Keterangan Asal Usul Hasil Hutan yang
berasal dari Hutan Hak berupa :

a. Nota Angkutan;

b.
c.

Nota Angkutan Penggunaan Sendiri;
SKAU (surat keterangan asal usul).



Pasal 8

(1). Pengangkutan hasil hutan hak sebagaimana dimaksud ayat
(2) Pasal 4 menggunakan dokumen Nota Angkutan
Penggunaan Sendiri.

(2). Pengangkutan hasil hutan hak yang diperjualbelikan
dengan tujuan selain [UIPHHK wajib dilakukan penandaan
penomoran berupa batang secara berurutan untuk semua
jenis dimulai angka 1 dan kode jenis kayu.

(3). Pengangkutan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari
hutan hak menggunakan SKAU

Pasal 9

Dokumen Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan
Sendiri diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah atau Jabatan
setara.

Pasal 10

(1). Dokumen SKAU disahkan oleh Petugas Kehutanan
berkualifikasi;

(2). Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan
IUIPHHK dimatikan oleh P3KB perusahaan;

(3). Dalam rangka pengendalian, pengawasan penatausahaan
hasil hutan hak petugas ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan
surat keputusan.

Pasal 11

Pengadaan Blako Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)
sebagaimana dimaksud Pasal 7 diregistrasi dan difasilitasi oleh
Dinas Kehutanan

Pasal 12

Blanko Nota Angkutan atau Blanko SKAU dibuat 6 (enam)

rangkap dengan peruntukan sebagai berikut :

Lembar ke-1 : Menyertai hasil hutan hak yang diangkut dan
sekaligus arsip penerima.

Lembar ke-2 : Untuk Kepala Dinas Kehutanan.

Lembar ke-3 : Untuk Arsip Pemilik Hasil Hutan.

Lembar ke-4 : Untuk Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Selatan.



-

Lembar ke-5 : Untuk Kepala Balai Pemantauan dan
Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah V
Palembang.

Lembar ke-6 : Untuk Arsip Penerbit.

Pasal 13

Pengetikan Dokumen SKAU dan Nota Angkutan wajib
menggunakan mesin tik dan semua lembar dibubuhkan tanda
tangan basah penerbit.

Pasal 14

Masa berlaku SKAU atau Nota Angkutan atau Nota Angkutan
penggunaan sendiri ditentukan sendiri oleh penerbit sesuai
dengan waktu tempuh normal

Pasal 15

Blanko SKAU dan Nota Angkutan dicetak kertas NCR 55 gram
warna putih dengan pemberian Nomor Seri menggunakan Letter
Prees.

Pasal 16

(1) Nota Angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a
Formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Bupati ini;

(2) Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimana dimaksud
Pasal 7 huruf b Formatnya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il Peraturan Bupati ini;

(3) Format permohonan penerbitan SKAU sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;

(4) Format Daftar Kayu Bulat / Kayu Olahan (DKB/DKO)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati

ini;

(5) Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) sebagaimana dimaksud
Pasal 7 formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
Peraturan Bupati ini;

(6) Format Surat Angkutan Pengganti (SAP) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.

4
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

(1). Setiap pemegang IUIPHHK yang memanfaatkan hasil hutan
hak wajib melakukan penanaman;

(2). Ketentuan sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Kepala Dinas;

(3). Setiap Hasil Hutan Hak baik kayu dan non kayu dikenakan
sumbangan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di : lubuk linggau
pada tanggal : 4 abfuber 2012

BUPATI MUSI RAWAS,

LY

AN MUKTI
Diundangkan di Lubuklinggau
Pada Tanggal : $ 2012

SEKRETARIS DAERAH
TEN MUSI RAWAS,

mbina Utama Muda
Nip. 19570704 198303 1 005.

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2012 NOMOR ...!“...
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LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : |\@ TAHUN 2012
TANGGAL : 1 oktoker 2012

NOTA ANGKUTAN

ASAL HASIL HUTAN TUSUAN FENGANGEUTAN

Termpal masi
Jemis alat anglor

(Bartang Pes. ) (mid.fkg.)

JUMLAH

st - - Kolom 3 diisi ks wnisk sortimen KB/CBS/KBE kxyn olshas rakyst/Tsil hoias bukan knyu
c < Kolom 4 diisi seu dengan satwan whuran wiume sinu berat yang digunskan (meter kubik st kg )

« Kolom $ dalam hal nots anghuten penganghotan langulan, diizi sas] el pota anghoetan stan SKAL den diben noitiod.
aiam Tial KB dan KBS diknim ke TUIUIPHHETPKT/ TPT, kolom ini wajib diis! oleh

GANIS- PHPL [ P3XE.

1. Mama GANIS-PHPL / P3KB Pemnili Kayu
2. Nomor Register :

3. Mota Anglutan diterma tgl.

4, Motz Anglutan dimatikan tgl.

5. Stempel/cap : *TELAH DIMATTEAN"

&, Pemericsaan fisik KB ol fdtgl

7. Tanda Tangan
Lembar ke-1 = Arsip Penenma Lembar K : ....
Lembar ke-2 : Kepala Dinas Kabupaten/Kota

- Lembar ke-3 : Pemillk Hasll Hutsn

- Lembar ka4 : Kepaia Dinas Provins

- Lembar ke-5 ; Kepala Balai

= Lembar k-6 1 Arsip Penertit

BUPATI MUSI RAWAS

5 . WAN MUKTI




LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : (¢ TAHUN 2012
TANGGAL : 1 owhkeegf 2012

NOTA ANGEUTAN PENGGUNAAN SENDIRI

ABAL HASTL NUTTAN TUJUAN PENGGUNAAN
(SENDIRI / FASILITAS UMUM *)
Peciinat :
Bulkti Alas Titel

HASTL HUTAN YANG DIANGEUT :

Jenis (]
Jumish Batang :
Volume /Berat @

Cotatan ;

1. Dokumen lnd tidak berlaky patnk peagangiutan ke ITIPHHE, [PEL, IFET dan TFT
2. Dokumen inl dapat dibust dan dilsli dengan tulisan tangan

BUPATI MUSI RAWAS




LAMPIRAN [I1 : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : (@ TAHUN 2012
TANGGAL : | okhebu™ 2012

Contoh format permohonan penerbitan SKAU

Kepada yth. :
Pejabat Penerbit SKAU
Di - Tempat

Memenuhi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor ..., pada Pasal ...
dinyatakan, bahwa pemilik hasil hutan hak, wajib mengajukan permohonan
penerbitan dokumen SKAU. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami
sampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

2. Bukti identitas SRR ] ccissssnmssoniancomonsinmpumnnninanssrnssspmensanes

3. Bukti legalitas tanah  : Sertifikat/Leter C/GiriK .....ccoommnimnininnininns

4. Telah melakukan penebangan hasil hutan berupa kayu milik sendiri yang
terdiri dari:

a. Jenis Kayu

b. Jumlah Batang

c¢. Volume B e AR A R N SR e eSSy
5. Akan diangkut/dijual dengan rincian sebagai berikut :

a. Jenis Kayu :

b. Jumlah Batang D veesesreseessass DAtANE

c. Volume SOOI « ¢ I ]

Apabila asal usul hasil hutan tersebut, ternyata tidak sesuai dengan asal
lokasi tebangan, maka isi dokumen SKAU menjadi tanggung jawab kami selaku
pemilik hasil hutan.

Demikian surat permohonan ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan.

................ y eevnenn 5 20
Pemohon,

BUPATI MUSI RAWAS
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LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : |@ TAHUN2012
TANGGAL : | pWeber 2012

Alamat Pemilik Hutan Hak e e
Nomor Telepon : ..................................................
AR YU T YU O
(DKB/DKO)
o Ch T 10| o ——

Desa

Kecamatan

Kabupaten / [{nta

Provinsi :

Jenis Kayu
No Nomor Bulat/Jenis | Panjang D‘“:;:mf Jumlah Volume
Batang Kayu [m) (cm) Kpg/Bdl/lkat (m3)
Olahan
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah :

DKB/DKO ini merupakan lampiran SKAU Nomor .......cceeieeiininnns tanggal ........oo0eee

Catminn : MWMWWMMWWMWMWM
- Kolom 2 diisi khusus untuk sortimen kayu bulat.
. Kolom 3 diisi untuk jenis kayu bulat stau untuk jenis kayu sortimen kayu olahan.
. Kolom 5 diisi uluran lebar dan tebal khusus untuk pengangkutan kayu olahan.
- Kolom & diisi jumiah lerping/ bundelf ikat untuk kayu olahan.

Pemilik Kayu Dibuat oleh :

..................................................




LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : @ TAHUN 2012
TANGGAL : {(oludsber 2012

MUSLE2RES PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran PEMDA MUSI RAWAS
JI. PEMDA I, Muara Beliti-SUMATERA SELATAN 31661 Telp/Fax : 0733-4540089
MUARA BELITI

SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU)

( KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK)
Bertaku selama ........... R hari, Gar tanggal ................ 8 .o

NoiTGr Jenis Kayu { Batang/ Pcs ) (m3) Katarangan
4

JUMLAH

Catatan :-mﬁmmmmmwmwm
wmww:wwwmmmmmmw

- Lambar ke-1 - Anip Penerma Lembar ke : ...

BUPATI MUSI RAWAS




LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : (§ TAHUN 2012
TANGGAL : | plober 2012

.m h'l. 2 snseiassnttan

KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

 SURAT ANGKUTAN PENGGANTI (8AP)
[ NOMOR URUT PENERBITAN ] |

HANTA BEENLAKU UNTUK 1 [BATU EALI PENGANGEUTAN)
. DOKUMEN ASAL

1. Nama Dolumen Asal R A R e 2. Tujuan
b Tanggal e A ST RS AL b. Alamai Lenghkap

d. Jenis Alat Anghut I avhisaiind s R D 3. Hasil Hutan Yang Dianglut
. Provinm B ik e a. Jenin Hasil Hutan
II. ALAT ANGEUT PENGGART]
THamE =000 7 seeeesdsmssmseesees
7 dentitns Alnt ADEEUL e
3 Hama Pengemudi
4 Hasil Hutan yang disnglout sebagai berikout ;
] Mo Batang Jﬂ::'::lﬂ Jumiah Jumilah UKURAN Kat i
Big/Kpg | Bdi/lkat | Panjang Diameter m3/ton
1 2 3 4 5 ] 7 B g
Jumlah:
SJMH-MMMWWWHWWMWHMM ........................... i
a, Jumlah Big/ Kpg LS RS
b Jumiah Bundelf et  : ..oovveeeee
e, Volume/ Berat gL ﬂ.fm
M SiSA DI PELABUHAN DALAM PHMTMBUMTMWLN PENOOANTI
I Jumilah Beg/ Kpg

2 Juminh Bundel [ Tent

Dierima Oleh i 0.
Catatan :

Kolom Nomor 2, 6 dan 7 hanya diisi apabils yang disngkut adalah KB/ KBS
msmwu—mﬂummmm

BUPATI MUSI RAWAS
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